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PENYELENGGARAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM
PEMBANGUNAN FISIK DESA SUNGAI PAKU KECAMATAN SINGINGI
HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK

LUSIANA SHEREN

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hasil penyelenggaraan tugas Kepala Desa
dalam pembangunan fisik desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten
Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif. Lokasi
penelitian ini.-Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan
Singingi. Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah Kepala Desa, Ketua
BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Kepala Keluarga di Sungai Paku
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 490
orang. Teknik penarikan sampel Kepala Desa, ketua BPD, Kepala Dusun,
dilakukan dengan teknik sensus. Sedangkan teknik pengambilan sampel tokoh
masyarakat dan Kepala Keluarga. dengan. teknik purposive sampling. Sampel
terpilih dalam penelitian ini ditetapkan menjadi responden, yaitu berjumlah 34
orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil penyelenggaraan Tugas Kepala
Desa dalam pembangunan fisik Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten
Kuantan Singingi cukup baik/<Halp ini: dapat “dilihat daric hasil rekapitulasi
tanggapan dari responden tentang penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam
pembangunan fisik Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan
Singingi dari sub indikator perencanaan pembangunan dalam kategori pengukuran
cukup baik, pelaksanaan termasuk dalam kategori pengukuran cukup baik dan
pengawasan pembangunan juga cukup baik.

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Tugas Kepala.Desa, Pembangunan Fisik.
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VILLAGE CHIEF OPERATION OF TASKS IN THE DEVELOPMENT OF
PHYSICAL VILLAGE PAKU RIVER SUB-DISTRICT LIKELY LOST
DISTRICTS KUANTAN SINGINGI

ABSTRACT

LUSIANA SHEREN

This study aims results to find out the carrying out the duties Village of the Head
in the physical development  the distrik  Sungai  Paku ~ Village Singingi
Hilir districts Kuantan Singingi. Met o de of this study was descriptive survey.
This researeh 1S located in the Sungai Paku Subdistrict Village Singingi
Hilir districts Kuantan Singingi. The population in this study is Village Head,
BPD Chairperson, Village Head, Community Leader and Family Head in Sungai
Paku Village _ Subdistrict Singingi = Hilir districts:Kuantan . Singingi which
numbered 490 people. The sampling technique of the village head, the head of the
BPD, the hamlet head, wascarried out by census technique. While
the sampling technique community leaders and heads of family using purposive
sampling technigue. Selected samples were determined to be respondents in this
study, which amounted to 34 people. The results of the study show that the results
of carrying out = the Tasks’ ~physical “development of the Village Sungai
PakuKecamatan Singingi Hilir Regency Kuantan Singingi IS quite good. This can
be seen from the results of the recapitulation of responses from respondents about
the implementation” inthe physical development “of the Village Sungai
Paku Kecamatan Singingi Hilir Regency Kuantan Singingi from the development
planning sub-indicators in the measurement category is quite good, the
implementation is included in the category of fairly good measurement and
development supervision is also quite good .

Keywords: Implementation, Task of the Village Chief, Physical Development.
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BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia '@ ' oF 2 0 ptuk  memajukan
kesejahter encer : . melaksanakan

ketertiban

Negara Repu nesi nerked: : perdasarkan kepada

Ketuhanan Yang N anus 3 eradab, Persatuan

Indonesia tersebut, maka UUD 1945 secara ekplisit menetapkan susunan
pemerintahan dalam tiga susunan yaitu pemerintahan pusat, pemerintah daerah
dan pemerintah desa.

Salah satu dari susunan pemerintahan Indonesia adalah Pemerintahan

Desa. Kedudukan desa sebagai satuan pemerintahan terdapat pada Pasal 18 B ayat

2 vyaitu; “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat



hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Saat ini_Undang-Undang.yang mengatur tentang desa adalah Undang-
undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Menurut undang-undang ini yang
dimaksud dengan desa adalah. sebagai berikut:;

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan -pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang di akui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Sesangkan yang disebut dengan pemerintahan desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Pasal 1 angka 1 UU No.6 tahun 2014).

Kewenangan desa menurut Undang-Undang ‘Nomor 6 Tahun 2014

meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.

b. Kewenangan lokal berskala Desa.

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

d. Kewenangan lain.yang ditugaskan oleh:Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah™ Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 19 UU No. 6 tahun
2014).

Pemerintah Desa menurut ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemeritahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

mengatur empat epala Desa

AL TSNS Y R

kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial
Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan
desa, sehingga Kepala Desa selaku pemimpin di desa harus bisa menjalankan
tugas dan fungsinya untuk menjalankan program pembangunan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal

114 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 43 Tahun 2014



Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan
dalam musyawarah desa. Selanjutnya Pasal 115 menjelaskan perencanaan
pembangunan desa menjadi pedoman bagi.pemerintah Desa dalam menyusun
rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Musyawarah yang dilakukan di desa biasanya dikenal dengan Musrenbang
(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Desa.” Kegiatan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan membahas kegiatan
pembangunan yang akan dilakukan di kawasan pedesaan, dengan melibatkan
pemerintah desa dan masyarakat desa, seperti Kepala Desa, BPD serta masyarakat
setempat. Pada Musrenbang Desa, pembangunan yang direncanakan harus melihat
kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa tersebut.

Desa Sungal Paku mrupakan salah satu,desa yang teletak di Kecamatan
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas 73,5 Km®. Jumlah
penduduk desa Sungai Paku adalah 1.978 jiwa, terdiri dari Dusun Mekar Utara
sebanyak 1064 jiwa dengan 265 Kepala Keluarga, Dusun Mekar Selatan sebanyak
914 jiwa dengan 212 Kepala Keluarga.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi.

No Jiwa/KK Dusun Mekar Utara Dusun Mekar Selatan
RT1 | RT2 | RT3 | RT4 | RT5 | RT®6
1 KK 82 85 98 58 73 81
JIWA 347 366 351 254 329 331
Jumlah KK 265 212
Jumlah Jiwa 1064 914
Total 1.978 Jiwa

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Paku, 2018.
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Pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Paku diawali dengan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Musrenbang di Desa

Sungai Paku dilakukan dengan tujuan membahas tentang kegiatan pembangunan

at. Dalam

kebutuhan

Rp 660.000.000,-
Rp 130.000.000,-
Rp 130.000.000,-
Sumber: RAB Pembangunan Bidang Infrastruktur Desa Sungai Paku, 2018.

Draenase

Berdasarkan kedua tabel di atas, dapat dibandingkan bahwa
pembangunan fisik pada tahun 2018 lebih banyak dibandingkan pada tahun
2016 dan tahun 2017. Artinya Pemerintah Desa Sungai Paku pada tahun

anggaran 2018 memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa,
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hal ini merupakan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat desa yang dibahas

pada Musyawarah Desa Sungai Paku.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pembangunan
fisik di dess apa fenomena,
yaitu:

1. Selama dilibatkan dalam

, keikutsertaan

pembangunan cendrung dilaksanakan di dusun tempat perangkat-perangkat
desa tinggal.
Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik
melakukan penelitian dengan mengangkat judul: ”Penyelenggaraan Tugas
Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sungai Paku Kecamatan

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”.
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B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian fenomena di atas, rumusan masalah penelitian ini

adalah: Bagaimanakah hasil penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam

2nyelenggaraan

tugas Kepa la mbangunal a_ St ku Kecamatan

pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi.
» Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

tentang hasil penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam
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pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir

Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-phak yang membutuhkan,

5
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&
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BAB Il

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

berpikir, a peneliti akan m atal ﬂ' eori yang ada
kaitannya denga ~ 1l masalah yang telah

ditentukan.

Indonesia

2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan

sosial.
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Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap
Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta
cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan
penerapan system pertanggung. jawaban..yang tepat dan jelas, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna, berhasilguna, bersih dan-bertanggung jawab, serta bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, (Sedarmayanti, 2004:12).

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia
ini. la menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi
kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat
berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan
dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata.
Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik
manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan
kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan
lebih terlihat sebagal segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk
dan penderitaan dimana-mana.

Bagian terakhir dari pembedaan terminologi pemerintahan oleh Finer
menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang
memerintah dan yang diperintah. Menurutnya (dalam Kuper, 2000: 419) relasi
antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana
peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi

upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah
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yang menganut paham demokrasi berupaya meminimlisasi intervensi terhadap

kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadarkan dirinya

sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih

terminologi

kekuasaan i ranah [ . la tidak saje ¢'pada pemerintah

mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan
masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks
itu, menurutu Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi
sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; akuntavilitas, legitimasi, dan
transparansi. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas

pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau
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dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (trust)
masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara

untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh

pengambil

konsekuens

dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara

kekerasan.

2. Memilihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan
diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang
terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa
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membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan
mereka.

4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam

oleh lembaga non
S “
A-Up eni t@ an sosial.
”

masyarakat

pemerintaha k memelihara
kedamaian d na itu, pertama
harus mempu fuk mengendalikan
L
angkatan perang ekuatan legislative atau
&

rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan

peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.
Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi

menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk

merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan
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mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk suatu negara dalam mencapai
tujuan yang telah ditentukan.

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara

terwujud.

\ 3}

asek-aspe
penyelenggare
bahwa pem
organisasi pe

masyarakat

»
intah dae
Jed
g
e
ta

2N
"In“. g

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik
Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan
kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya
merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam
Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan

demokrasi bagi setiap warganya.
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Widjaja (2003:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah
suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan
hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam
mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,
demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu tinjauan tentang desa juga;banyak ditemukan dalam undang-
undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. tahun 2014 tentang Desa
yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan
bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, ‘kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia” (Pasal 1 angka 1).

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat_dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia” (Pasal 1 angka 2).
“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”
(Pasal 1 angka 3).

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003: 3) adalah penyelenggaraan
Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan

Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

16

Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut
kepada Bupati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pemerintahan Desa,

@@ Desa, dan

wantt)
%
r

kesejahteraan
enanggulangan

pembangunan

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan
guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
Menetapkan Peraturan Desa;

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Membina kehidupan masyarakat Desa;

"P 00 o
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g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina
dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya
agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat Desa;

h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

mengusulkansdan menerima pelimpahan<sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesejahteraan-masyarakat Desa;
mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
Memanfaatkan teknologi tepat guna;

mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

. Mewakili Desa di-dalam :-dan/di ,luar pengadilan atau menunjuk
kuasa hukum,untuk mewakilinya sesuai.dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

0. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

=l —

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan
lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
dan

e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya
kepada perangkat Desa.

o

Atas pelaksanaan tugas tersebut, kepala desa berkewajiban memberikan
pertanggungjawaban berupa pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, dan laporan pertanggungjawaban
kepada BPD serta menginformasikan seluruh laporan penyelenggaraan
pemerintahan kepada masyarakat. Di dalam laporan tersebut berisi laporan dari
semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas
dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota. Laporan pertanggungjawaban atas tugas kepala desa ini

dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan suatu akuntabiitas dalam suatu
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pemerintahan desa serta sebagai upaya dalam perwujudan transparansi

pemerintah terhadap masyarakat.

3. Konsep Otonomi Desa

desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan
adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki
oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang

dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan
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berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya,

yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dip percaya dan dilindungi
oleh pe desa kepada

“kemura

Posisi  da - E ihka balikan seperti

pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa
tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi
wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya
kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada

kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh
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karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam
penyelenggaraan  otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai

tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

menekankan bahw

peraturan p
4. Kons
Adapun-definisi tuga e ._ . ale Yoder dalam
moekijat (1

element in a gas diguna ang atu bagian atau satu

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan
spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner
dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan
tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut

Moekijat (1998:11), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu
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komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen)
atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas

tentang
tujuan tert
5. Pe
Pembang 2mp '} )€ S S ara sederhana
pembangun alah pe kea -L vant aik dan lebih maju dari
sebelumny angunan 3 '-: Ja jagasan untuk
mewujudkan S ) ersebut lahir dalam

bentuk  usa mengarahka dar e : pembinaan,

merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan
peradaban manusia.

Menurut Siagian (2005:91) pembangunan adalah suatu usaha atau
rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan
secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintahan dalam rangka

pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan
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direncanakan secara sadar. Artinya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus

memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapaunya tujuan pembangunan

nasional.

pengertian pe juna ‘j ; : :-:_ ake ya ~adalah proses
perubahan yang te us untuk menuju ke lebih ~baik

berdasarkan a-NC ‘ : : mbangunan, para

Menurut  Siagian : memberikan  pengertian  tentang
pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan
perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,
negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa

(nation building)”. Sedangkan menurut (Sukirno, 1995 :13) dalam pengertian
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ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan
pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap

Ketentuan umum Undang-Undang Desa mendefinisikan Pembangunan
Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan Desa
dinyatakan di dalam Pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,
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pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatn sumber daya alam dan

lingkungan secara berkelanjutan.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat

masyarakat.
Kewajiban a, sedangkan

selebihnya

Proses .-pemba ~ des: o ' : e i keinginan

ot

Sebagai penuntun pe ‘ :
penyelenggaraan Pembangunan Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Dalam
Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari

perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta

pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.
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Pelaksanaan pembanunan desa dimulai dengan tahap perencanaan
pmbangunan desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa

v
oA

QD
3
@
S
]
Q
S
2

SSE Y\ Pial

kabupaten  kota.

RPJM Desa yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, artinya bahwa perencanaan pembangunan
desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan
operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP Desa.

Dari gambaran tersebut menunjukan bahwa rencana pembangunan

merupakan inti dari semua proses, dengan perencanaan yang baik diharapkan
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pelaksanaan pembangunan desa dapat terukur dan menjadi lebih baik serta

bersifat jangka panjang.

5.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

menjalankan
suatu kebij Kepala Desa

dalam me aku Kecamatan

keberdayaan dala eraih /masa depa g lebih bai gertian ini meliputi

upaya untuk ayaan Mmé an.sejalan dengan era
L

otonomi, makna da aknya uas.menjadi peningkatan

keberdayaan dalam  proses

pembangunan.

Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi
yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai
subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber
daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf

kehidupannya.
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Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih
diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau

peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah

adanya ke

dicapai.
kebijakan ya elah o :} .[!H yang telah
direncanaka efektif da ‘;' isien. 2 Jk asan tercipta

pelaksanaan sesuai dengan rencana atau planning , yaitu selaras dan seimbang
dengan standar).

Siagian (2005:112) menyatakan pengawasan adalah “proses pengamatan
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan
yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

sebelumnya.
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Pengawasan atau controlling menurut Sujamto (2000; 19) “segala
sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang

sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan

kegiatan

an dengan
ditetapkan
sebelumnyz

Dar uga diartikan
sebagai sat dilaksanakan,

menilainya ya pelaksanaan

WALNANNEY

A ?

pekerjaan i a semula yang
telah ditetapk
Penga

penuyimpangan,

Cl
=
2>
S
=
Q
~—*
=
)
2
&
w
c
=

dengan tugas dan

(@)
[
>
—_
[
N+
c
QD
>
o
D
>
«Q
c
QD
[%2}
QD
>

menurut Handayaningrat 13 alah ar hasil pelaksanaan pekerjaan
diperoleh secara berdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan desa disini dimaksudakan untuk mengawasi apakah gerakan
dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi
penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan

efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.
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B. Kerangka Pikiran.
Pembangunan Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor

pembangunan
pembangunan

A 4
Baik

Cukup Baik
Kurang Baik

Sumber: Modifikasi penelitian, 2018.

C. Konsep Operasional
Konsep merupakan defenisi yang digunakan untuk mengambarkan
secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah

generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka
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semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak
mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa

perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-

t

kepentin

Kesatuan

5. Pelaksanaan pembangunan desa adalah kegiatan menjalankan kegiatan
pembangunan yang ada di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Pengawasan pembangunan desa adalah kegiatan mengidentifikasikan mengenai
apa yang sebenarnya yang terjadi pada pembangunan desa Sungai Paku

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
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D. Operasional Variabel
Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang penyelenggaraan tugas

Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi

Hilir Kabupaten ingi. Ada label-variabel tersebut
adalah:
Tabel 11. Q#\Wﬂ&i@qu%
N R
Konse riabel tem P Kategori
| 5
Tugas adal Baik
suatu bagi n nc Cukup baik
atau satu Kurang baik
unsur atau - =
satu anaka g’ -
komponen o~ s |
dari suatu St | - al
jabatan. ngai Pa ' S g Rl e enel
Tugas adalal C an it
gabungan ilir
dari dua en
unsur an .. Sosiali an | Baik
(elemen) atau i !b ; ﬂl \)p an Cukup baik
lebih Kurang baik
sehingga s
menjadi suatu
kegiatan yang an SDA
lengkap o on Desa.
(Moekijat,
1998:11). ; asan oleh Baik
syarakat Cukup baik
a . Evaluasi Kurang baik
perkembangan dan
kemajuan
pembangunan
c. Laporan realisasi

E. Teknik Pegukuran
Untuk mengetahui hasil penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam

pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten
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Kuantan Singingi akan di jelaskan kedalam beberapa indikator. Selanjutnya
indikator ini akan dijabarkan dalam beberapa sub indikator, dengan tiga kelompok

kategori yaitu: baik, cukup baik, dan kurang baik.

a. Dilihat dari g pDem Na : ai. Paku Kecamatan

=Y )

QLN NENNE

b. Dilihat u Kecamatan
Singingi
Baik ' ilaksanakan, atau
Cukup Baik lapat. dilaksanakan, atau jawaban
Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat

dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

c. Dilihat dari pengawasan pembangunan Desa Sungai Paku Kecamatan
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, pengukurannya:

Baik : Apabila semua itempenilaian dapat dilaksanakan, atau

jawaban responden pada tabel > 67%.
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Cukup Baik : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban
responden pada tabel 34 % -66%

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat

an pada tabel < 33 %.

fisik Desa
adalah seba

a. Baik apabila 3 at dari sub indikator
o
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METODE PENELITIAN

ah penelitian yang

mengunak ternadap data

tersebut se a angka, dalam
penelitian k
Untuk data yang

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian penulis memilih objek penelitian di Desa Sungai Paku
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis

memilih lokasi tersebut dikarenakan adanya indikasi bahwa pelaksanaan tugas

34
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Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan jalan di Desa Sungai Paku
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan

baik.

No

AIWINF-

5
Jumlah

D. Tenik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang
relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Karena populasi dalam
penelitian ini ada yang sedikit dan ada yang banyak, maka penulis
menggunakan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel untuk Kepala Desa,
ketua BPD, Kepala Dusun, dilakukan dengan teknik sensus. Sedangkan untuk

tokoh masyarakat diambil dengan teknik purposive sampling. Sementara untuk
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masyarakat diambil dari KK dengan teknik random sampling. Sampel terpilih

ditetapkan menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu berjumlah 34 orang.

a yang diperoleh

melalui peng G : studi dokumentasi

fokus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh
dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang
tersedia secara tertulis yang berupa data jumlah sejarah singkat, jumlah
penduduk dan organisasi pemerintahan Desa Sungai Paku Kecamatan
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, serta data-data yang lain menurut

penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.
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F. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi. Husaini Usman (2009:52) mengatakan teknik observasi adalah

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag
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pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang

situasi

Kuisio ) Js : ¢ engumpulan data
dengan me ; : ‘j ‘- : -L :P_ - iajukan kepada
responden baik seca 1 ; j lak la k mendapatkan
informas ) e ] ran pertanyaan

disebarkan Ke arge esa 3 atan Singingi Hilir

dari sumbernya”. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab
kepada pihak-pihak terkait, dengan alasan sebagai sumber informasi untuk
memperoleh data mengenai penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam
pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten

Kuantan Singingi.
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d. Dokumentasi. Menurut Riduwan (2009:31), teknik dokumentasi adalah
ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi
buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data

yang an ] eknik ini juna tuk mendapatkan

peneliti akan

dan dianalisis
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H. Jadwal Penelitian

Tabel 111.2: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala
Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sungai Paku Kecamatan
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

ahun 2018-2019
No a uari Februari
411(2]|3|4
- 1 a
2 |S ar

& 3 | Pe
- . .
- 4 | Per SI0
- 5 | Pen 0 S
v Penelitia
5* &~ 6 | Penelitian
- 7 | Pene a
02 = Data i
= = 8 | Peny 0 = 23
= c Penelitian ' / 1 }
- = 9 | Konsultasi e \ S
- = 10 | Ujian S bl §
le  £D 11 | Repisi ngesahan
g ? Skrips !
- 12 | Pengganda
M Penyer
- > -
8 - KANBA
) _51- -
= =

=
o = < »
E =
=
=
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

pagian dari
Kabupate giri ike : dang-undang
Nomor 53 ta 2njadi 2 (dua)

kabupaten pate agiri K ntan Singingi

ebuah Kabupaten

defenitif yang t i C 51 pemerintahan

5. Kecamatan Cerenti.

6. Kecamatan Benai

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak
tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H.Rusdji S
Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi

yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati

40
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terpilin adalah pasangan Drs. H. Rusdji S Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afar
periode 2001-2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 132 1& iangka ite n s i Bupati dan Wakil
\ &
Bupati Jate hQ“ .'o an Bupati
%
Kuantan Singit ening jabata an langsung

Agustus
(enam) kecamatz nekarkan menjadi amatan, kecamatan

yang baru

7. Kecamatan Sentajo Raya

8. Kuantan Hilir Seberang

9. Pucuk Rantau

Hingga sekarang pejabat Bupati Kuantan Singingi sudah mengalami
beberapa kali pergantian yaitu:

1. Drs. H. Rusdji S Abrus periode tahun 2000 — 2001
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2. Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001 — 2006

3. H. Sukarmis Periode Tahun 2006 — 2016

4. H. Mursini Periode Tahun 2016 - sekarang

geopolitik

selatan Pro

Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi
terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km2, yang
berada pada posisi antara 0°00 -1° 00 Lintang Selatan dan 101 ° 02 - 1010 55
Bujur Timur.

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

43

2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi

3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat

4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

ersih, efektif,

religius, sejahtera”

“E.ﬂ.ﬁlﬁg‘fil

S )
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(KUANSIN

kesehatan masyarakat kabupaten kuantan singingi.

- Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah
yang berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagali
lapangan usaha/usaha baru yang memanfaatkan sumber daya

manusia lokal/daerah
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- Membangun hubungan yang harmonis sekaligus meningkatkan
respon dan kepekaan aparat pemerintah kabupaten kuantan

singingi terhadap lapisan masyarakat.

iptakan iklim yang

V.&!A‘ ) lg i
2

masyarakat

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kuansing
sebanyak 291.044 jiwa. Mayoritas dari mereka adalah beretnis Minangkabau
yang merupakan suku asli Kuantan dengan persukuan Caniago, Malayu,
Patopang, Piliang, Nan Tigo, Nan Ompek, Nan Limo, Nan Onam, Piliang

Soni, Piliang Lowe, Caromin/Camin, Kampuang Tongah, Mandahiliang,
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Kampuang Salapan, Tigo Kampuang, Limo Kampuang, Piliang Ateh, Piliang

Bawah, Piabada, Bendang, Malayu Nyato, Malayu Jalelo, Kampai, Malayu

Paduko, Malayu Tumangguang, Budi Caniago, Koto Piliang, Piliang Besar,

pesar  bertani,

, dan pegawai

g 2 g

tanae

ebagai sumber
adi seluas 10.237
ha pada tahun g ton. Pada sektor

berbagai

pisang, cabai, terung, timun, kol dan tomat. Begitu juga komoditas lain seperti
karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.

Dalam sektor peternakan, beberapa hewan ternak yang dipelihara antara
lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.442

ekor. Sedangkan sumber potensial di sektor kehutanan, antara lain produksi
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hutan terbatas 316.700 ha, hutan konversi 450.00 ha, hutan lindung 28.000 ha
dan hutan margasatwa: 136.000 ha.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensial yang besar di sektor

a pembangkit

bersih, dan

bernegara dan pertemuan antar pimpinan umat beragama dan pemerintah.

Kesemarakan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan makin
banyaknya tempat peribadatan, pembangunan tempat peribadatan yang semakin

berkembang.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

47

b. Kebudayaan
Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten

Kuantan Singingi merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umunya

adalah masyara at ay AN ‘ dominan diantaranya

adalah _s “Q\‘ .a.. gi - melalui

program trans : an ‘ ayah yang
" 4

ang berjenjang
dari tingkat Se : .:' ‘ -H :;' gi. Kabupaten Kuantan
Singingi
akan menghasilkan ke a dengan baik.

Jumlah SD 8 aq 3 \ peningkatan yang

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk
memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salah
satunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas,
Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Kkeliling karena ketiganya mampu

menjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah terpencil.
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B. Gambaran Umum Kecamatan Singingi Hilir

1. Letak Wilayah dan Geogarafis Kecamatan Singingi Hilir

Kecamatan Singingi Hilir merupakan salah satu kecamatan yang berada

desa yang spesifik, namum membaur dengan penduduk setempat. Bahasa dan adat
istiadat masyarakat Singingi Hilir adalah bernuansa Melayu.
Untuk menegetahui jumlah penduduk Kecamatan Singingi Hilir

berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:
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Tabel 1V.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan

Singingi Hilir
No | Jenis kelamin Jumlah (jiwa)
1 | Laki-laki 11.743

Singingi Hilir
adalah se : : ) : i erjumlah 11.743
10.725 orang.
dividu dengan

Sementara itu

solidaritas yang tinggi sehingga eperluan individu atau kelompok
mereka biasanya melakukan dengan bergotong-royong.
3. Sarana Pendidikan
Pendidikan merupakan hal pokok yang sangat perlu diperhatikan dalam
kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan inilah yang menjadikan

masyarakat siap dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam dinamika

kehidupan bermasyarakat, seperti membaca dan berhitung yang merupakan
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kemampuan dasar yang mutlak diperlukan untuk semuawarga Negara Indonesia
tanpa terkecuali. Khusus di Kecamatan Singingi Hilir Pendidikan untuk
masyarakat dapat diperoleh sejak usia dini, yaitu dengan danya PAUD
(Pendidikan Anak Usia Dini)_telah _berdiri di Kecamatan ini untuk
membiasakan anak didik yang masih berusia dini untuk belanjar, desiplin
sambil bermain. Selanjutnya- wntuk® tingkat, .sekolah dasar di Kecamatan
Singingi Hilir ‘ini_pun tedapat beberapa SD Negeri, sama halnya dengan
program pendidikan dasar yang umumnya diterapkan pada siswa SD lainnya
yakni menciptakan dan meningkatkan kemampuan membaca dan berhitung
selain itu masih banyak ilmu pengetahuan lainnya yang diwajibkan kepada
semua siswa yang bersekolah, guna untuk menambah wawasan dan kreatifitas
siswa. Di Kecamatan Singingi Hilir juga terdapat Madrasah, SLTP dan SLTA.

Kegiatan = pendidikan~, berlangsung baik 1 karena dimungkinkan oleh
tersedianya berbagai fasilitas pendidikan dari segala jenjang mulai dari taman
kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah umum baik negeri maupun swasta.
Diera otonomi ini pemerintah semakin gencar membangun sarana dan prasarana
pendidikan supaya Kecamatan Singingi Hilir dapat meningkatkan sumber daya
manusianya untuk membangun kecamatan Singingi Hilir.

Tabel IV.2 Gedung Pendidikan di Kecamatan Singingi Hilir

No Pendidikan Banyaknya (Unit)
1 | TK(Taman Kanak-Kanak) 16
2 | SD 18
3 | Madrasah 12
4 | SLTP 8
5 |SLTA 4
Jumlah 58

Sumber: Kantor Camat Singingi Hilir, 2018.
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa fasilitas-fasilitas pendidikan di
Kecamatan Singingi Hilir sudah tergolong cukup baik dalam menunjang
pendidikan penduduk. Dalam arti lain dengan tersedianya sarana dan prasarana
pendidikan maka-diharapkan-masyarakat _memiliki pendidikan yang maju dan
tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lainnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi sudah sangat berkembang hal ini terbukti dengan
adanya sebagian dari penduduk yang telah melanjutkan pendidikan keperguruan
tinggi keluar daerah seperti di UIR, UNRI dan universitas lainnya.

4. Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan
pembangunan di daerah. Ada berbagai indikator untuk mengukur keberhasilan
pembangunan ‘ekonomi di- Suatu daerah diantaranya adalah pertumbuhan
ekonomi, perubahan struktur ekonomi, tingkat pendapatan perkapita (PDRB),
dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari
pertumbuhan berbagal .macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung
menggambarkan tingkat perubahan ekonomi.yang terjadi. Bagi daerah indikator
ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai
dan berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari
pelaksanaan suatu proses pembangunan, sehingga pembangunan yang berhasil
salah satunya ditentukan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Melalui pertumbuhan ekonomi, dapat diketahui adanya peningkatan skala
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produksi barang dan jasa. Dalam aktivitas ekonomi masyarakat Kecamatan

Singingi Hilir sangat erat kaitannya dengan system mata pencaharian

masyarakatnya.

golongan terkecil yaitu 325 jiwa.
5. Agama
Ditinjau dari agama yang dianut sebagian besar masyarakat Kecamatan
Singingi Hilir beraga Islam hanya sebagian kecil saja yang beraga khatolik,

Protestan hindu dan Budha.
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Tabel 1V.4 Penduduk Kecamatan Singingi Hilir Menurut Agama

No Agama Jumlah (jiwa)
1 | Islam 22.006
2 | Kristen 462
j Katolik “\
5)

Sumber:

waiNE) »

A%\

Jumla adalah yang

menganut 3 a kristen yaitu
sebanyak lik, Hindu dan
Budha tidak
monis sebagai mana

o
tempat ibadah dapat

g‘a‘ﬁ\‘é

No Jumlah
1 | Mesjid 27
2 | Mushollah/Surau 73
3 | Gereja 1
Jumlah 101

Sumber: Kantor Camat Singingi Hilir, 2018.
Dari uraian tabel di atas dapatlah digambarkan bahwa agama Islam adalah
agama yang dipeluk oleh penduduk secara mayoritas di Kecamatan Singingi Hilir.

Agama Islam di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
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berkembang dengan pesat. Salah satu indikasinya adalah banyaknya masjid dan
sarana yang ada di Kecamatan Singingi Hilir. Masjid-masjid tersebut sangat

diramaikan oleh kegiatan-kegiatan keislaman. Bagi masyarakat di Kecamatan

selesai sholat

C 0 ana | h- i
anak yang bera A 1S ' ') ‘* Q’F

magrib, hal abka - i '1;'_' nak- Kt gi ke sekolah.

sampai dengan tahun 2000, dan sebagal mana diperiode berikutnya yang menjabat
sebagai kepala desa Sungai Paku adalah Zainal Arifin dan sebagai sekretaris
Alwis, dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, pada periode berikutnya
periode 2005 sampai denagan 2011 Zainal Arifin kembali terpilih dan dipercaya
sebagai kepala Desa Sungai paku, Dengan Sekdes Helman Asri sampai dengan

tahun 2017 digantikan oleh Eldianto dan Afrizal sebagai sekdes.
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Batas wilayah Sungai Paku adalah:

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Tanjung Pauh

2. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Kotobaru

55
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

ingingi. Dari

berdasarkan

penulis mengemukakan identitas responden dari:
1. Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini penulis menemukan responden tidak hanya pada satu
golongan yaitu yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini supaya ada

keadilan terhadap responden untuk member tanggapan/informasi kepada penulis

56
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lebih lengkap. Adapun jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel. V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data olahan 2018.

Berdasarkan tabel diatas dari 34 responden yang di data dapat diketahui
bahwa responden terbanyak adalah berumur 30-40 tahun yaitu 19 orang atau
55.88 %, kemudian diikuti responden yang berumur 41-50 tahun sebanyak 12

orang atau 35.29 %, kemudian diikuti responden yang berumur 51-60 tahun
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sebanyak 2 orang atau 5.88 % sedangkan responden yang berumur 61-70 tahun
sebanyak 1 orang atau 2.94 %.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan

responden. Kar: da da : tahuan itu sangat
penting, tin
Jika ada yang.sama tingkat pendidikanya pun tidak sa aya pemahaman dan

pengetahu

Sarjana (S-1)
Jumlah

Sumber: Data olahan 2018

Dari data di atas menunjukan bahwa mayorotas responden memiliki
tingkat pendidikan SLTA yakni 15 orang atau 44.11 %, kemudian diikuti SLTP
sebanyak 12 orang atau 35.29 %, kemudian diikuti Sarjana (S1) sebanyak 4

orang atau 11.76 % dan SD sebanyak 3 orang atau 8.82 %.
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B. Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa
Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk mengetahui penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam

pembangunan

epagaimana diatur

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus bersifat jangka
panjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang artinya bahwa perencanaan

pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam
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pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam
bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Penulis menetapkan tiga penilaian dari perencanaan pembangunan fisik

Sungai P ¢ ata N K an Singingi dapat
dilihat pada

Tabel V.4 Frekuen 3 ang Perencanaan

No
Jumlah
1 34
(35.29 %) | (100 %)
2 | Penyusunan RKP D 4 6 34
/6¢ (17.64%) | (100 %)
3 | Keterlibatan masyarakat 4 18 12 34
dalam menentukan (11.76%) | (52.94%) | (35.29%) | (100 %)
prioritas pembangunan
Jumlah 10 62 30 102
Rata-rata 3 21 10 34
Persentase 8.82 % 61.74% | 29.41% | 100 %

Sumber: Data Olahan Penelitian 2018.
Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator

perencanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
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Kabupaten Kuantan Singingi yang dinilai pada item pertama yaitu menyusun
perencanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir

Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 2 orang atau 5.88 % mengatakan baik,

Singingi Hi aten K 2 ebanyak 4 orang 11.76 %
responden mengatakan baik, st :‘ ) _ 3 pnden mengatakan

cukup baik , / atakan kurang baik.

Kuantan Singingi diperoleh sebanyak 4 orang 11.76 % responden mengatakan
baik, sebanyak 18 orang 52.94 % responden mengatakan cukup baik, dan
sebanyak 12 orang 35.29 % responden mengatakan kurang baik. Dengan
demikian kesimpulan sementara terhadap keterlibatan masyarakat dalam

menentukan prioritas pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori cukup baik.
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Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan
responden, dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang
perencanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebanyak.21 orang atau.61.74 % mengatakan
perencanaan pembangunan fisik di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Sungai Paku
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tentang bagaimana
perencanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh informasi bahwa:

Pembangunan di sini melalui tahap perencanaan seperti biasanya yaitu

dengan _penyusunan RPJM._ dan RKP.wyang melalui. beberapa tahap.

Tahapannya itu kami mengikuti sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

Semua tahapannya jelas tercantum dalam Permendagri nomor 114 tentang

Pedoman Pembangunan Desa (hasil wawancara tanggal 6 November

2018).

Pemerintah Desa Sungai Paku menyusun perencanaan pembangunan desa
sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten Kuantan Singingi. Perencanaan pembangunan desa disusun secara
berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang
disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun. Dimana pada tahapan perencanaan pembangunan desa ini

diselenggarakan dengan diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusywaratan

Desa (BPD) dan dengan mengikutsertakan masyarakat Sungai Paku.
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Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, masyarakat
Sungai Paku bisa berperan dan ikut serta dalam penyusunannya. Adapun
wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa adalah dalam bentuk
musyawarah perencanaan pembangunan Desa:

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua BPD Sungai Paku
Kecamatan Singingi Hilir_. Kabupatens /Kuantan  Singingi « tentang apakah
masyarakat terlibat dalam perencanaan pembangunan fisik di Desa Sungai Paku
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh informasi
bahwa:

Tidak ~ semua masyarakat ikut dalam _musyawarah perencaan

pembangunan, hanya perwakilannya saja. Tapi, saya dan seluruh anggota

BPD selalu ikut di setiap musyawarah desa yang berkait dengan rencana

pembangunan. Agar kita bisa bersama-sama marencanakan pembangunan

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (hasil wawancara tanggal 6

November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan, Kepala Dusun. Mekar Utara tentang
bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik di Desa
Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh
informasi:

Dalam penyelenggaraan pembangunan melibatkan seluruh anggota

masyarakat Lembang melalui forum musyawarah. Musyawarahnya itu

sendiri dimulai dari musyawarah dusun untuk mengkonsep kebutuhan
masyarakat di masing-masing dusun, kemudian berlanjut ke musyawarah

Desa untuk menyusun rencana pembangunan, dan terakhir membahas

rancangan serta menyepakatinya (hasil wawancara tanggal 8 November

2018).

Berdasarkan hasil observasi penulis, dalam tahap musyawarah rencana

pembangunan Desa, kehadiran masyarakat masih kurang. Sosialisasi dalam

pembangunan partisipatif masih sangat kurang, karena belum ada terlihat usaha
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yang lebih dari pihak-pihak yang wajib untuk melibatkan masyarakat dalam
musrenbangdes, dalam hal ini hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat.

Walau kehadiran masyarakat pada saat musyawarah desa masih kurang,
namun pada saats-musyawarah.dusun, kehadiran masyarakat sudah cukup baik
seperti yang di ungkapkan Kepala Dusun Kepala Dusun Mekar Selatan:

Blasanya saat musyawarah Desa masyarakat yang hadir memang sedikit,

tapl saat musyawarah dusun dilaksanakan atu masyarakat yang hadir

sekitar cukup banyak. Jadi disitu mereka memberi masukan mengenai
kebutuhan pembangunan di dusun sini, dan hasilnya di bawah ke

musyawarah desa (hasil wawancara tanggal 8 November 2018).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan fisik di desa Sungai Paku masih kurang baik.
Masyarakat tkut memberi ide dan masukan terhadap pembangunan mengenai
kebutuhan prioritas masyarakat dalam lingkungannya pada saat musyawarah
dusun, namun partisipasinya-dalam musyawarah tingkat desa masih kurang dan
hanya diwakili oleh beberapa masyarakat di setiap dusun.

Dari analisis data dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis
menyimpulkan perencanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi- dapat dikategorikan “Cukup Baik”
atau pada persentase 61.74 %.

2. Pelaksanaan Pembangunan

Untuk melihat dan menilai pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai

Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, penulis

menetapkan tiga penilaian yaitu:

1. Sosialisasi kegiatan pembangunan
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2. Pemberdayaan masyarakat
3. Memanfaatkan SDM dan SDA yang ada di Desa

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan fisik Desa

Sungai Paku Ke iL.Hilir lih
Tabel uensi bangunan
ISl
AS |
N gori r
No 'kgf -
- Jumlah
a
1 | Sosialis 34
pe 79 .05%) | (100 %)
L
2 | Pem & kY = 34
mas | (17.64%) %) | (100 %)
3 | Me kanSDMdan | 6 | 34
SDA i des 7. 5296) | (100 %)
Jumlah 102
Rata-rata 18 34
Persentase ) . % | 100 %
Sumber: Olah
Dari tabel di en untuk indikator
o L]
pelaksanaan pemba amatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Sin nilai em pertama yaitu sosialisasi
kegiatan pembangunan fisik denga angkat desa dan masyarakat di Desa

Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 4
orang atau 11.76 % mengatakan baik, sebanyak 14 orang atau 41.17 %
mengatakan cukup baik dan sebanyak 16 orang atau 47.05 % mengatakan kurang
baik. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap sosialisasi kegiatan

pembangunan fisik dengan perangkat desa dan masyarakat Desa Sungai Paku
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Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori kurang

baik.

Pada item kedua vyaitu pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan
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fisik Desa Sungai Paku
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori cukup
baik.

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan
responden dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang

pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir

Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 18 orang atau 52.94 % mengatakan
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pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik, artinya pelaksanaan pembangunan fisik
Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi telah
dilaksanakan dengan cukup baik, .namun tidak-sesuat dengan rencana kerja yaitu
tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara- penulis “dengan Kepala Desa Sungai Paku
Kecamatan Singingi- Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tentang bagaimanakah
pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh informasi bahwa:

Untuk pada tahapan pelaksanaan, jadi saya sebagai Kepala Desa Sungai

Paku mengkoordinasikan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan

dengan pelaksana kegiatan, perangkat desa dan masyarakat. Jadi kita

sosialisasikan dulu kegiatannya lalu--melakukan pembekalan kepada
pelaksana kegiatan dan juga kita memberdayakan masyarakat desa yang
ingin 1kut memberikan sumbangsih tenaga maupun materi dalam kegiatan

pembangunan desa ini, (hasil wawancara tanggal 6 November 2018).

Jadi pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku
Kecamatan Singingi Hilir, Kepala Desa Sungai Paku mengkoordinasikan
kegiatan pembangunan desa dengan pelaksana kegiatan, perangkat desa, dan
masyarakat Desa Sungai* Paku  dengan..cara mensosialisasikan kegiatan
pembangunan tersebut dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa Sungai Paku serta
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat yang ingin turut

serta atau berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa

Sungai Paku.
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Namun sosialisasi kegiatan pemnbangunan fisik yang dilakukan di desa
Sungai Paku belum sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti yang tercantum
dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa
pasal 59 menjelaskan, Kepala.Desa menginformasikan dokumen RKP Desa,
APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
Sosialisasi yang dilakukan oleh: pemerintah,desa Sungai Paku hanya sebatas
penginformasian satu Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan kepada
dusun yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua BPD Sungai Paku
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tentang apakah semua
masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh informasi
bahwa:

Tidak semua warga terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang

ada di Desa Sungail Paku ini, cuma beberapa orang saja yang ikut dan

mendapatkan upah (hasil wawancara tanggal 6 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Mekar Selatan Desa
Sungai Paku Kecamatan Singingl. Hilir “Kabupaten Kuantan Singingi tentang
apakah dalam pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh warga secara gotong
royong, diperoleh informasi:

Pembangunan fisik disini dikerjakan oleh beberapa orang masyarakat saja

bagi yang mau ikut, dan diberikan upah, bukan secara gotong-royong oleh
masyarakat desa (hasil wawancara tanggal 8 November 2018).
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Sementara hasil pengamatan dan hasil wawancara penulis terindikasi
bahwa semangat gotong royong masyarakat desa masih sangat rendah,

ditunjukkan dengan pelaksanaan pembangunan tidak dilakukan secara gotong

as, maka penulis
menyimpul Kecamatan
Singingi H “Cukup Baik”
atau pada pe

3. Pengawas

1. Pengawasan oleh masyaraka
2. Evaluasi perkembangan dan kemajuan pembangunan

3. Laporan realisasi
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Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pembangunan fisik Sungai

Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel V.6 Tanggapan Reponden.Tentang Pengawasan Pembangunan Fisik

Kategori Pengukuran
No Sub Indikator \ Cukup | Kurang
Baik Baik Baik Jumlah
1 | Pengawasan oleh 8 20 6 34
masyarakat (23.52 %) | (58.82%) | (17.64%) | (100 %)
2 | Evaluasi perkembangan 4 26 4 34
dan kemajuan (11.76%) | (76.47%) | (11.76%) | (100 %)
pembangunan
3 | Laporan realisasi 2 24 8 34
(5.88%) | (70.58%). | (23.52%) | (100 %)
Jumlah 14 70 18 102
Rata-rata 5 23 6 34
Persentase 14.70 % | 67.64 % | 17.64% | 100 %

Sumber: Olahan penelitian, 2018.

Dari tabel diatas, dapat. diketahui tanggapan responden untuk indikator
pengawasan pembangunan fisik Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi yang dinilai pada item pertama yaitu pengawasan
pembangunan fisik oleh: masyarakat Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 8 orang atau 23.52 % mengatakan baik,
sebanyak 20 orang atau 58.82 % mengatakan cukup baik dan sebanyak 6 orang
atau 17.64 % mengatakan kurang baik. Dengan demikian kesimpulan sementara
terhadap pengawasan pembangunan fisik oleh masyarakat Sungai Paku
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik.

Pada item kedua yaitu evaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan

pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten
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Kuantan Singingi diperoleh sebanyak 4 orang atau 11.76 % mengatakan baik,
sebanyak 26 orang 76.47 % responden mengatakan cukup baik dan sebanyak 16
orang atau 47.05 % mengatakan kurang baik. Dengan demikian kesimpulan
sementara terhadap evaluasi perkembangan dan-kemajuan kegiatan pembangunan
fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
cukup baik.

Pada item ketiga yaitu menanggapi laporan realisasi pelaksanaan
pembangunan- fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten
Kuantan Singingi diperoleh sebanyak 2 orang atau 5.88 % mengatakan baik,
sebanyak 24 orang 70.58 % responden mengatakan cukup baik dan sebanyak 8
orang atau 23:52 % mengatakan kurang baik.. Dengan demikian kesimpulan
sementara terhadap laporan realisasi pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungai
Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi-cukup baik.

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan
responden, dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang
pengawasan pembangunan fisik Desa Sungai Paku.Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 23 orang atau 67.64 % mengatakan
pengawasan pembangunan fisik di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik, artinya pengawasan pembangunan fisk
Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi telah
dilaksanakan, namun hanya bersifat formalitas saja.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Sungai Paku

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tentang bagaimanakah
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pengawasan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh informasi bahwa:

Pengawasan pembangunan desa yang dilakukan telah dilaksanakan dengan

maksimal. Hal.ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang ada

di Desa _Sungai Paku..Kecamatan_Singingi Hilir. Kabupaten Kuantan

Singingl yang mulai meningkat (hasil wawancara tanggal 6 November

2018).

Berdasarkan wawancara- penulis® dengan Ketua BPD Sungai Paku
Kecamatan + Singingi “Hilir Kabupaten Kuantan = Singingi~ bagaimanakah
pengawasan pembangunan fisik Desa Sungal Paku Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh informasi bahwa:

Masyarakat berhak memantau terhadap pelaksanaan pembangunan desa ini

karena ini sudah diatur dalam Undang-Undang Desa. Selain masyarakat,

Bupati ~juga melakukan pemantauan. dan pengawasan terhadap

pembangunan desa (hasil wawancara tanggal 6 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Mekar Selatan Desa
Sungai Paku Kecamatan Singingi/\Hilir:Kabupaten Kuantan Singingi tentang
bagaimanakah = partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan
pembangunan fisik Desa Sungali Paku Kecamatan .Singingi Hilir Kabupaten
Kuantan Singingi, diperoleh informasi:

Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan masih

rendah, karena masyarakat sibuk dengan pekerjan mereka masing-masing,

masyarakat pada pagi hari pergi ke kebun dan pada malam hari mereka
beristirahat untuk bekerja lagi pada pagi hari. Mungkin hal ini yang
menyebabkan partisipasi masyarakat masih rendah (hasil wawancara

tanggal 14 Oktober 2016).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa

pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan

perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
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Sementara hasil pengamatan penulis dilokasi penelitian terindikasi bahwa
pengawasan pembangunan fisik di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir

Kabupaten Kuantan Singingi masih lemah, disebabkan karena perangkat desa dan

Al maka penulis

menyimpu u Kecamatan

AN

Singingi H “Cukup Baik”
atau pada pe

Dar

wALRARALY

€5 &

jawaban res

3 L E Y

Tabel V.7 nggaraan Tugas
gsa Sungai Paku
at Sin ngi.
v =4
v,
No Sub | Jumlah
1 | Perencanaan 34
pembangunan (29.41 %) | (100 %)
2 | Pelaksanaan 4 18 12 34
pembangunan (11.76%) | (52.94 %) | (35.29%) | (100 %)
3 | Pengawasan 5 23 6 34
pembangunan (41.76%) | (67.64 %) | (17.64 %) | (100 %)
Jumlah 12 62 28 102
Rata-rata 4 21 9 34
Persentase 11.76 % | 61.76 % 26.47 % 100 %

Sumber: Olahan Penelitian, 2018.
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Dari analisa pada tabel V.7 diatas dapat disimpulkan bahwa

penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungali

Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat

mengataka

Tugas Ke

Singingi H ate : ebanyak 9 orang

atau 26.4

pembanguné Hilir
Kabupaten
Berdasarka alisis-, hasil akhir penelitian i secara keseluruhan

’@ vitulasi tanggapan dari responden
tentang penyelenggaraan ‘ ja isi

Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dari sub
indikator perencanaan pembangunan dalam kategori pengukuran cukup baik,

pelaksanaan termasuk dalam kategori pengukuran cukup baik dan pengawasan

pembangunan juga cukup baik.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan.

an, maka dapat
gunan fisik
desa Su K. ini iha asil rekapitulasi
tanggapan ala Desa dalam

pembangu ir Kabupaten

Kuantan S dalam kategori

pengukuran gukuran cukup

baik dan pe

rendah. Seharusnya pemerinta perdayakan masyarakat desa dalam
proses pembangunan desa.
2. Kepada masyarakat Sungai Paku diharapkan ikut mengawasi penggunaan

Dana Desa agar program pembangunan fisik terlaksana dengan baik.
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